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PERJANJIAN

Antara

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, PEMERINTAH
SCIENTIFIC AND CULTURAL REPUBLIK INDONESIA
ORGANIZATION

(selanjutnya disebut 'UNESCO") (selanjutnya disebut Pemerintah)

UNESCO dan Pemerintah selenjutanya secara bersama-sama disebut sebagai "Para
Pihak”.

MENIMBANG bahwa Pemerintah menyadari manfaat UNESCO untuk menciptakan
perdamaian dan keamanan dengan meningkatkan kerjasama antar negara melalui
pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi untuk lebih menghargai
keadilan, supremasi hukum dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang
berlaku bagi masyarakat dunia, tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa maupun
agama, berdasarkan Piagam PBB;

MENIMBANG bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, dalam suratnya tertanggal 2 Maret 2012 telah menyampaikan keinginan
untuk mendukung kegiatan-kegiatan UNESCO dalam bidang Pendidikan, limu
Pengetahuan, Kebudayaan dan Komunikasi;

MENIMBANG bahwa Pemerintah berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dengan
UNESCO melalui penyediaan dana kepada UNESCO dengan membentuk
Indonesia/lUNESCO Trust Fund (selanjutnya disebut Trust Fund) untuk mendukung
aktivitas UNESCO dalam bidang Pendidikan, lImu Pengetahuan, dan Komunikasi :

MENIMBANG bahwa Direktur Jenderal UNESCO berwenang, berdasarkan Regulasi
Finansial UNESCO untuk menerima dana dari donor untuk melaksanakan kegiatan
yang konsisten dengan tujuan, kebijakan dan aktivitas UNESCO;

UNTUK ITU, Pemerintah dan UNESCO menyetujui hal-hal sebagai berikut:
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Pasal |
Manfaat Perjanjian

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk membentuk Trust Fund untuk mendukung
proyek-proyek UNESCO dalam bidang Pendidikan, [Imu Pengetahuan,
Kebudayaan dan Komunikasi. Proyek-proyek yang akan didanai dari Trust Fund
akan ditentukan bersama antara Para Pihak dan disetujui melalui pertukaran surat
secara resmi dimana penjelasan dan anggaran proyek yang relevan akan
dilampirkan.

Setelah penandatanganan Perjanjian ini, Pemerintah mendepositkan dana sebesar
US$ 4.000.00 (empat juta US dolar) dalam rekening UNESCO sebagai berikut:

Pemegang rekening: UNESCO

Bank: JPMorgan Chase Bank

Alamat: International Money Transfer Division, 4 Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245, USA

Account n®: 949-1-191558

SWIFT: CHASUS33 — ABA N° 0210-0002-1

Tujuan pembayaran Trust Fund diindikasikan secara jelas pada transfer bank
yang dilakukan.

The sum is intended to cover the direct costs of the projects supported through the
Trust Fund and to contribute, at the rate of 13% of direct project costs, to
UNESCO’s expenses for the technical and administrative supervision of the
supported projects.

Jumlah tersebut termasuk biaya langsung proyek yang didukung melalui Trust
Fund dan sebagai kontribusi, sebesar 13% dari biaya langsung proyek, kepada
pengeluaran UNESCO untuk supervisi teknis dan administratif dari peoyek yang
aidukung.

Pasal ll
Organisasi Trust Fund

Dana yang disediakan oleh Pemerintah hanya digunakan untuk tujuan
sebagaimana dijelaskan pada Pasal | Ayat 1 dari Perjanjian ini, dan digunakan
berdasarkan regulasi dan peraturan UNESCO.

UNESCO dapat menarik dari jumlah tersebut untuk didepositkan bagi biaya
proyek langsung dan biaya dukungan administratif sebagaimana disebutkan di
atas,

Trust Fund terdiri dari Dana Umum dan rekening-rekening individu yang dibuat
ketika masing-masing proyek telah disetujui. Dana Umum akan diperuntukkan
dengan semua kontribusi dari Pemerintah kepada Trust Fund.

Apabila masing-masing proyek telah disetujui oleh Pemerintah, UNESCO akan
membuat rekening terpisah untuk proyek tersebut dan mencatat semua bukti
pembayaran dan pengeluaran untuk proyek tersebut, termasuk biaya dukungan
program. Dana ini akan ditarik dari Dana Umum dan dikelola berdasarkan
peraturan dan regulasi UNESCO.




Karena rekening UNESCO adalah dalam US dolar, kontribusi dalam mata uang
lainnya akan dimasukkan pada rekening dengan nilai tukar PBB pada saat tanggal
transaksi, atau pada nilai tukar pasar yang berlaku pada saat transfer.

Apabila dimungkinkan, UNESCO akan menginvestasikan dana lebih secara
sementara pada deposito dengan bunga jangka pendek. 2/3 bunga tumbuh akan
dimasukkan dalam rekening dan 1/3nya ke UNESCO untuk komisi administrasi
dan manajemen berdasarkan peraturan dan regulasi UNESCO, Bunga yang yang
bertambah akan digunakan untuk dimanfaatkan bagi proyek yang didukung
melalui Trust Fund setelah disetujui oleh Pemerintah.

UNESCO akan memberikan laporan naratif tahunan kepada Pemerintah berisi
perkembangan implementasi proyek.

Dana yang disediakan oleh Pemerintah dapat secara eksklusif diaudit oleh
prosedur audit internal maupun eksternal sebagaimana dinyatakan dalam
regulasi, peraturan dan kebijakan UNESCO.

Focal points untuk mengkomunikasikan semua hal terkait perjanjian ini: untuk
Pemerintah adalah Wakil Tetap Rl untuk UNESCO; dan untuk UNESCO diwakili
Divisi Kerjasama Sumber Pendanaan Extrabudgetary (BSP/CFS).

Pasal I
Kewajiban Pemerintah

Berdasarkan perjanjian ini Pemerintah berkewajiban untuk mentransfer jumlah
tersebut dalam periode terlentu kepada rekening UNESCO sebagaimana
disebutkan dalam Pasal | Ayat 2.

Pemerintah meminta bantuan kepada UNESCO sebagaimana konteks pada Pasal
| Ayat 1.

Apabila proyek dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia, Pemerintah
mengacu pada Konvensi 1947 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan bagi Tenaga
Khusus dan/atau dalam Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.

Pemerintah akan memfasilitasi UNESCO akses di wilayahnya untuk
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi proyek sebagaimana disetujui
bersama pada perjanjian ini. Tanggung jawab Pemerintah berkaitan dengan
pelaksanaan masing-masing proyek yang akan dijelaskan dalam dokumen proyek
yang sesuai.

Pasal IV
Kewajiban UNESCO

UNESCO melaksanakan upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan untuk keberhasilan
proyek melalui Trust Fund, dan karena itu:

1. Bertanggungjawab secara Kkeseluruhan untuk perencanaan operasional,
administrasi dan pelaksanaan kegiatan proyek;

Segera menginformasikan  Pemerintah  untuk  setiap  kondisi  yang
mempengaruhi atau mengancam keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek;




Mengundang Pemerintah untuk berpartisipasi dalam mengevaluasi hasil-hasil
yang dicapai melalui proyek yang dilaksanakan oleh UNESCO dalam
Perjanjian;

Memulai, mengorganisasikan dan menindaklanjuti evaluasi proyek berdasarkan
kebijakan dan panduan evaluasi UNESCO:

Melibatkan institusi lokal yang resmi, dan juga Kantor Regional UNESCO untuk
memastikan keterlibatan dan kepemilikan lokal dalam proyek tersebut yang
didukung dalam Perjanjian;

Pada penyelesaian setiap pelaksanaan proyek dalam Perjanjian, UNESCO
menyiapkan laporan akhir, termasuk evaluasi proyek dan hasil-hasilnya;

Menginformasikan kepada Pemerintah tentang perubahan besar dari rencana
dan budget yang telah disetujui dan memberikan penilaian tentang konsekuensi
teknis dan finansial;

Menyusun catatan secara terpisah dari dana yang disediakan oleh Pemerintah.
Catatan tersebut haruslah akurat, lengkap, dan terkini berkaitan dengan dana
yang diterima dan pengeluaran yang terjadi dengan dana yang disediakan oleh
Pemerintah, dan menampilkan semua pembayaran yang dilakukan yang
bersesuaian dengan tujuan yang dimaksudkan. UNESCO akan menjaga
keakuratan pencatatan dana yang disediakan oleh Pemerintah dalam
Perjanjian ini.

UNESCO menyerahkan laporan naratif dan keuangan tahunan kepada
Pemerintah dan memberikan laporan naratif dan keuangan tengah tahun
secara teratur sebagaimana disetujui oleh Para Pihak. Tidak lebih dari tiga
bulan setelah berakhirnya suatu proyek yang didanai dari Trust Fund, UNESCO
mengirim laporan penyelesaian yang terdiri dari laporan naratif dan keuangan
pra-final kepada Pemerintah. Setiap saldo yang tersisa dalam rekening suatu
proyek setelah pelaksanaan semua kewajiban dalam proyek dilaporkan kepada
Pemerintah dan dikembalikan ke Dana Umum, kecuali dipustukan lain oleh
Pemerintah. Laporan keuangan akan disampaikan dalam format standar yang
diberikan UNESCO.

Pasal V
Pelelangan

UNESCO mengadakan pelelangan barang dan jasa untuk Proyek vyang
berdasarkan pada prosedur pelelangan UNESCO.

Penyedia barang dan jasa dari Indonesia yang berkualifikasi diberikan kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi dalam pelelangan internasional sebagaimana
penyedia yang lain.

Pasal Vi
Peralatan, Material dan Persediaan

Semua peralatan, material, dan persediaan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini
diperuntukkan secara eksklusif pada pelaksanaan proyek. Peralatan tidak habis pakai
menjadi milik UNESCO. Peralatan yang tidak habis pakai dengan nilai melebihi US$
1.000 dicatat dalam daftar inventaris proyek. Pada berakhirnya setiap proyek,
UNESCO, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah, mengambil keputusan untuk
memindahkan kepemilikan peralatan tersebut. Kepemilikan dari semua peralatan,
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material dan persediaan dipertimbangkan untuk dipindahkan kepada Pemerintah bila
telah diterimakan di lokasi proyek.

Pasal VI
Komite Pengarah

UNESCO dan Pemerintah akan membentuk mekanisme konsultasi dalam bentuk
Komite Pengarah yang terdiri dari wakil dari setiap Para Pihak.

Komite Pengarah akan memasukkan anggota-anggota berikut ini yang dapat
didampingi oleh penasehat yang sesuai. Pengamat dapat diundang untuk hadir
seperlunya dan sejauh disepakati cleh anggota Komite Pengarah.

Untuk Pemerintah:
[. Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO;
Il. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
IIl.  Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO;
IV. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Untuk UNESCO:
Direktur UNESCO Office Jakarta
Direktur atau perwakilan dari Divisi Kerjasama dengan Pendanaan
Ekstrabudgeter
Deputi Direktur UNESCO Office Jakarta
Program Specialist Senior di UNESCO Office Jakarta

Komite Pengarah akan memantau pelakanaan Trust Fund, menelaah laporan
perkembangan tahunan yang disiapkan oleh UNESCO (kegiatan, tantangan,
hasil, disb.) dan memberikan pertimbangan pada pemilihan proyek dan program
yang akan didanai oleh Trust Fund, dan yang akan diusulkan untuk
mendapatkan persetujuan resmi Pemerintah. Komite Pengarah akan mengambil
keputusan dengan konsensus, dicatat dalam risalah pertemuan yang disepakati.

Komite Pengarah akan bertemu sedikitnya satu kali setahun dan lebih sering
apabila diperlukan. Pertemuan Komite Pengarah akan dilakukan pada tanggal
dan tempat yang ditentukan bersama oleh Para Pihak. UNESCO akan
menyediakan kepada Sekretariat Komite Pengarah seperti draft agenda, rencana
kerja dan dokumen lain yang relevan. Biaya pertemuan tersebut dibebankan
pada Trust Fund. Dalam situasi tertentu dimana pertemuan tidak dapat
dilakukan, dokumen dipertukarkan dalam pertemuan.

Komite Pengarah menyusun aturan prosedur internal yang ditetapkan oleh
anggotanya pada pertemuan pertama.




Pasal VIl
Perubahan

Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak
melalui jalur diplomatik. Perubahan yang telah disetujui oleh Para Pihak akan berlaku
pada tanggal penandatanganan oleh Para Pihak dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Perjanjian. Perubahan tersebut tidak menggugurkan hak dan
kewajiban yang telah disebutkan dalam Perjanjian pada tanggal perubahan.

Pasal IX
Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Pengakhiran

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani cleh Para Pihak dan tetap
berlaku hingga Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.

Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan tertulis atau dengan peringatan
tertulis selama tiga bulan dari pihak manapun ke pihak lainnya, bila pihak tersebut
mempertimbangkan bahwa pertimbangan kerjasama ini tidak dapat dilakukan
secara tepat atau efektif.

Bila peringatan pengakhiran Perjanjian ini diberikan oleh satu dari Para Pihak
sesuai Ayat 2 Pasal ini, kedua pihak segera berkonsultasi dengan pandangan
untuk menentukan ukuran yang paling sesuai untuk mengakhir pelaksanaan yang
dilakukan oleh UNESCO dalam Perjanjian ini. Dalam banyak hal, Pemerintah
mengijinkan UNESCO untuk memenuhi kewajiban hukum yang ada saat ini untuk
mengakhiri  Perjanjian dan terkait jasa kontraktual personal dan lainnya,
persediaan, peralatan dan perjalanan. Saldo yang belum dibelanjakan dalam
bentuk tunai setelah berakhirnya pelaksanaan dikembalikan kepada Trust Fund.
Pada pengakhiran sepenuhnya, semua dana yang disimpan oleh UNESCO
dikembalikan ke Pemerintah Indonesia, dan administrasi UNESCQO juga diakhiri.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat dalam rangkap dua pada tanggal 27 September 2013 dalam Bahasa Inggris
dan Bahasa Indonesia, semua naskah mempunyai kekuatan hukum sama. Apabila
terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian, maka naskah dalam Bahasa Inggris
yang berlaku,

Untuk Pemerintah Republik Indonesia Untuk nited Nations Educational,
rganization

Mohammad Nuh ; Irina Bok¢va
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal




